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" “Dalam m‘er'iy'e en

Sk ;_-_'Rﬂmmsg PERPAJARAN SEBAGA; Pz,mm'@uwem HURUM Ym@

rakan epentingan umum untuk mewujudkan kese_]ahte an

-:kadangkala pemenntah melanggar ‘hak- hak masyarakat terutamsa, daiam
' 'pemungutan pajak, Hal ini dapat chhmdan jika pemermtah menghayatl dan
menaati hukum pajak yang berlaku. Hukum harus dapat menjadi alat untuk
mengadakan pembaharuan dalam masyara.kat (social engineering), artinya hukum
dapat menciptakan kondisi yang harmonis dalam memperbaiki kehidupannya
Yang menjadi sorotan dalam tulisan ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap
Wajib Pajak dan FiSkLIS dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah seunbang
dan reformasi perpajakan dapat mewugudkan Perlindungan Hukum Terhadap
Wapb Pajak dan. Fiskus. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis
Normatzf yaitu penehuan hukum. Deskriptif Analitis yang dilakukan dengan
meneliti data’ sekunder berupa bahan pustaka Hukum Positif di Indonesia; dan
peiaksanaannya dalam prakuk. Hasﬂ penehtxannya akan dianalisis secara
kualitatif yuridis yaitu cara menganahsm terhaciap data-data yang d1peroIeh tanpa
menggunakan rumus-rumus statistik. Hasil penelitian ini adalah dalam
pemungutan pajak, pemerintah harus menjunjung tinggi asas-asas, prinsip-
prinsip, ajaran-ajaran, yang dianut dan berlaku di bidang llmu Hukum. Reformasi
Undang-undang Perpajakan bertujuan untuk mengadakan keseimbangan antara
hak dan kewajibanantara Fiskus dan Wajib Pajak. yang bertujuan membangun
good and clean govermanee, transparansi, serta akuntabilitas institusi. Perubahan
struktur orgamsas; dari semula berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan
fungs1, untuk menu_;u sistern administrasi pajak modern.

Kata’ kunm keselmbangan perhndungan hulum, reformasi perpajakan ..

Abstract

In conducting the public interest for the welfare of government sometimes violate the
rights of society, especially in tax collected, This can be avoided if the government
appreciate and cbey the tax laws and regulations. Laws should be able to be a tool
to hold the renewal of society (social engineering), meaning the law can create a

“[issén telap Yayasan Pendidikan Tings Pasundan dpk Fakuitas Hukum Universitas Pasundan.
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| fhé:_LégdZProtection Against Taxpayers and tax authorities in implementing the Act

~ No. 16 of 2009 on General Provisions and Administration of Taxation has been
balanced and tax reforms to realize the Legal Protection Against Taxpayers and. tax -

authorities.The method used is the Juridical Normative Descriptive Analytical legal
 research conducted by examining secondary dara in the form of library materials in -

Indonesia Positive Law and its implementation in practice. Research results will be -
- analyzed gualitatively to the juridical namely how to analyze data obtained without ' -

nious conditio inimproving their lives. Which iwas highlighted in this paperis

. thé use of statistical formulas. The results of this study is, tax collections, the

- governiment must uphold the principles, the principles, teachings, adopted and applied

. -in the fleld of Legal Studies. Tax Reform Act aims to made of balance between rights '

- -and obligations between the tax authorities and. taxpayers. which aims to builda.

' good and clean Governance, transparency, and accountability of institutions. Changes
- from'the previous organizational based of structure on the type of tax to be based on .

the functiontogotoq modern tax administration system.
Keywords: _ balance, legal protection, tax reform
A. - Pendahuluan %
‘- /Indonesia sebagai negara hukum, bercirikan negara kesejahteraax__i
(Welfare State) yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi
Seg'c_er;ap: rakyat Indonesia. Dalam negara kesejahteraan modern, tugas
pamci-i'ntah.'dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi
sangat luas dan kadangkala melanggar hak-hak masyarakat dalam
meiakukan pemungutan pajak. Hal ini dape_if: dihindari jika pemerintah
menghayati dan menaati hukum pajak yang berlaku, Pemungutan pajak
di'_Indoxfges_ia merniliki falsafabh Panca Sila dan Undang-Undang Dasar
1945, tepatnya dalamPasal 23-A UUD 1945 hasil amandemen ke 4 yang
berbunyi: - ' _ '
“Paja_k_ dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan
negara diatur dengan undang-undang”

- Bahwa pajak harus diatur dengan undang-undang mencerminkan
bahwa pungutan pajak ditentukan bersamé'—sama rakyat melalui wakil-
wakilnya di DPR termasuk penentuan besarhya tarif pajak. Dengan
demikian reformasi berkelanjutan dilandasi falsafah Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang
menj{anjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban
perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana
peran-serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan
nasional.

Beberapa ahli memberikan pengertian tentang pajak sebagai berikut;
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Reformas: Pernalagan Se wggl_P : )&dungan }L}mm :__ :_ ;.

_ IP J.A Adnam membenkan deﬁmm pa_;ak Sebagau benkut ST
' ) “Pajak adala.h zuran kepada negara {yang dapat chpaksakan) yang
__i_'__terutang oleh yang. waﬁb membayarnya menurut peraturan-._
_'_'3_"::::-';'peraturan dengan tidak memdapat prestasi kembali, yang langsung
. dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk memb1aya1 '
: ' _pengeluaran—pangeluaran umum berhubung dengan tugas negara
S untuk menyelenggarakan ipemermta_han_ AR :

_Rochmat oem1tro memberrpaJaR pengeman sebagaz benkut : '

“Pajak adalah- wran kepada nega.ra __ang'dapat dlpaksakan) yangj -
o _'térhutang __Yang wajib mem bayarnya menurut peraturan-
~ peraturan, dengan tidak mendapat prestasi | kembali, yang langsung
dapat ci1tun_}ukkan dan gunanya adalah untuk memblayal
pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk
' menyelenggarakan pemermtahan

Menurut Black Law Dictionary, “taxis a rho'riét'dry charge imposed by
government on persons, entreties, or property to yield publik revenue.™

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari pengertian ke tiga pengertian di atas, dapat dilihat bahwa ciri-

ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:*

1. . Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang- undang
serta aturan pelaksananya.

2.  Dalam Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya
kontraprestasi individual.

Santoso Brotodihardjo, Pengantar Imu Hukum Pajak Cetakan Ke XI, Refika Aditama, Bandung, him 4.
Sumihar Sumirat, Mengapa Kita Membayar Pajak, Makalah, Berita Fajak No 1488 1 April 2003, him 1.
Barner Brian A, Black Law Dictionary, 7 th Edition, West Fublishing Co, Washington, D.C.USA, 1990.

H o o -

Top.eit, Rim T,
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':(soczal'engmeenng) .artmya hukuin 'dapat men01ptakan suatu kondlsl'_" :
:fyan' z;l_engarahkan masyarakat kepada keadaan yang harmoms daiam; '

A VOI BND 1- Aprti 2011 .

- "'Pajak dxpungut oleh negara, b&lk oleh pemermtah pusat maupun_.

.+ pemerintah’ daerah

intuk membzayau Pubhc Savmg

Bérkenaan denga_ adanya perubahan peraturan perundangw'”.-
-:undangan di atas, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan usaha _}

jmemperbaim kehidupannya 5

Se}alan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmad_]a d1 atas,
Soenaryat1 Hartono berpendapat bashwa makna dari pembangunan_
hukum ‘akan mehputl hal—hal _sebagai berikut :®

-1_.' - ;_:_Menyempurnakan (membuat sesuatu lebih baik)

2. Mengubah agar menjadi lebih baik

3.: Mengadakan sesuatu yang-sebelumnya belum ada, atau

4. .. Meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama, karena txdak
diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru.

~Apabila konsep Mochtar Kusumaatmadja dan Sunaryati Hartono
tersebut dikaitkan dengan masalah pajak, maka yang perlu d}perbaharul
tidak saja peraturan- -peraturan yang mendasarinya, tetapi pola pikir
masyarakatnya Jjuga harus dirubah menjadi pola pikir yang berpandangan
jauh ke depan (futuristik), serta para penegak hukumnya j juga perlu lebih
mampu lagi menggali nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat
melalui putusan-putusan yang dapat memberikan keseimbangan kepada
para pihak yang berperkara. Dengan demikian hukum harus
memberikan kepastian, keadilan dan perlindungan.

v Bejak tahun 1983, pemerintah telah bertekad untuk lebih
menegakkan kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional
dengan jalan mengerahkan segenap potensi dan kemampuan dalam

5 Mochtar Kusumaatmaci_ja, 1976, Pembmaan Hukum DaIam Rangka Pembangunan Naswnai’ Bma Clpta

" .andnm:r hlm.2.0..

.-":Pajak dlperuntukan bagl pengeluaran pengeiuaran pemer;ntah o
_:yang bﬂa dari pemasukannya mas1h terdapat surpius d1pergunakan' -

s Sunaryaﬂ Hartone, 1999, C F.G., Hukum Ekonomi Pembagunan Indonesia, BPHN, Jakarta, him 9.
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~1983 tentang Bea Materai {UU BM) Reformaél ﬁndéng—undaﬁg perpa.]akanf-.' '
S ._1m benar benar menggantx perpa_]akan wansan Belanda sepertl Pa_;ak_-_-
:.'EPerseroan 1944 Sebelumnya perubahan yang ter_;adz adalah perubahan:.-

: '.5'tambal sulam untuk keperlua_n ﬁskus 1tu sendm T : ke
.:"SeJak tahun 1984 model perpajakan kata telah up to-date adalah prnaey
10 UU KUP telah dlubah dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 1994; -

e "_'."(perubahan pertama] Undanngndang Nomor 16 tahun 2000

. (perubahan kedua) Undang -Undang Nomor 28: Tahun 2007
" (perubahan | ket;ga) dan terakhir dengan ﬂndangnUndang Nomor 16
':'_Tahun 2009 {perubahan ke empat) '

; __f!Undang~Undang Pajak . Penghasﬂan 1984 telah dmbah dengan_
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991 (perubahan pertamaj, Undang- '
L __Undang Nomor 10 Tahun 1894 (peruba.han kedua), Undang-Undang
" Nomor 17 tahun 2000 (perubahan ketiga), dan terakhir Undang-

_ Undang Nomor 36 Tahun 2008 (perubahan ke empat).

UU PPN BM 1984 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1994 (perubahan pertama), Undang-Undang Nomor 18 Tahun

_ 3'_'2000 (perubahan kedua), dan terakhir diubah dengan Undang—
' ____Undang Nomor 42 Tahun. 2009 {perubahan ketiga). e

UU PBB telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
{perubahan pertama), dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
{perubahan kedua).

7

Rader Apgus Suparman, 2007, Catatan praktek reformasi Perpajaken, Blop Paiak, ..

ragen.suparmaryggmail.com.
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sekitar) 80% penenmaan dalam negen d1 struktur penerlmaan__.

Dalam rangka pelayanan kepada Wajlb pa_]ak segak tahun 2009'
Menten Keuangan telah mencanangkan reformasz perpajakan jilid dua _
yang 1nt1nya adalah program penyempurnaan sistem admmlstrasx
perpajakan untuk mendukung reforma31 adm1mstra31 yang dilakukan
DJP. . Program ini mengadops1 “best practice” sistem admmlstram
perpa;akan d1 duma baik dalam aspﬂk pelaya*lan perpajakan maupun
pengawasan ‘kepatuhan®

~Yang menjadi sorotan dalam tuhsan ini adalah mas:h rendahnya
rasa ‘keadilan terhadap wajib pajak maupun terhadap fiskus dalam
menjalankan kewajlbannya Menurut wajib pa_]ak kewenangan fiskus
demikian kuatnya sehingga wajib pajak merasa tertekan, di lain pihak
fiskus merasa mempunyai- kewa_}aban dan wewenang untuk menjamin
bahwa Law Enforcement d1laksanakan dalam kondor hukum yang telah
dztetapkan

-Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan undang-undang
perpajakan masih terdapat ketldakselmbangan dalam perlindungan
hukum antara Wajib Pajak dengan F1skus sebagau penyelenggars
admmxstrasz perpajakan.’

B. Identii‘ikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat penulis rumuskan
permasalahan sebagai berikut :

8 Ihid,

“"“Majalah Berita Pa_]ak edisi 1 Juli 2009 “Ret’ormasx J:isd Dua
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Reformas; PerpaJakan Sebagai Periandungan Huicum

R ._1_.;:-.3'-'-:':Apakah Perlmdung&n Hukum Terhadap Wa_;lb Pajak dan Flskus:." o
. dalam melaksanakan Undang-Undang Nomeor 16 Tahun 2009

T "tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpa_}akan sudah
o :_'semzbang [ '

2. 'Bagaimanakah reformas1 perpajakan dapat mewujudkan
. '“Perhndungan Hukum. Terhadap Wajib Pajak.dan Fiskus daiam'__

' sanakan Ketentuan Umum 'I‘ata Cara Perpajakan '9

:';_Kesezmbangan Hukum antam Wajﬁs Pa_yak dan

‘Ketentuan. U’mum dan Tata’ Cara Pexpagakan sudah sexmhang

: "Slstem pemungutan pa_}ak yang chanut sekarang adalah Slstem
pemungutan pajak Self Assessment yaiti Wa31b Pajak diberi kepercayaan
untuk menghitung, memperhitungkan dan menentukan kewajiban
perpajakannya. Fiskus sebagai pihak yang mengawasi 'menﬁmt sistem
pemungutan -pajak - berubah dari .sistem pemungutan pajak Official
Asessment Sysrem menjadi sistem pemungutan pajak Self Asessment Sys—
tem_yan_g artinya Wajib Pajak diberikan kepercayaan, kesempatan untuk
menghitung sendiri jumlah pajak terhutang, memperhitungkan jumlah
pajak yang sudah dibayar dan melaporkan sendiri kewajiban
perpajakannya. Selain sistem pemungutan pajak Self Asessment terdapat
puia sistem pemungutan pagak Tax Wzthholdmg yaitu sistem pemungutan
pa;ak oleh pzhak Iam Withholding System adalah suatu sistem
pemungutan ‘pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yaitu
bukan oleh Fiskus dan bukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan untuk
menentukan besarnya pajak vang terutang oleh Wajib Pajak. Pajak Bumi
dan Bangunan dan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal
26, Pajak atas bunga deposito merupakan pajak yang menggunakan
gistem ini.

Agar pemungutan pajak berhasil dengan baik sehingga tercapai
keadilan, beberapa teori yang memberikan dasar pembenaran negara
memungut pajak, yaitu:!?

1. Teori Asuransi

Negara dalam melaksanakan tugasnya mencakup pula tugas
melindungi jilwa raga dan harta benda perseorangan. Negara

_ skus dalam ;
3_:melaksanakau ﬂndang»ﬂn&ang Nomox 16. Taimn 2009 tentang.'_. .

TRy Suandy, 9009 Hulkdm Fajak {Dilengkapi Dengan Lafihan SealJ Salemba Empat, Jakarta, him 167
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B --;mendapat perlmdungan Warga negara harus membayar paJak _
“ ' sebagai- preml SRS R e
2. . Teori Kepentmgan _
"""":.'Pembayaran pa_}ak mempunyai hubungan dengan kepentmgan'
indzwdu ‘yang dlperoleh dari pekerjaan negara Makm banyak.
mdmdu memkmat1 jasa dan pekegaan pemermtah makm besar.

Pemungutan pa_;ak harus sesuai dengan kekuatan membayar Wa_ub :

_ PaJak Semua pajak harus sesuai dengan daya pikul Wajib Pajak
: 'dengan memperhatlkan besar penghasilan dan kekayaan serta
- pengeluaran belan_;a Wajib Pajak.

4.._. : Teon Bakti..

- Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat

' dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat

harus selalu menyadan bahwa pembayaran pajak adalah suatu
- kewajiban. :

5.'" -Teori Asas Daya Beli

'::Menyelenggarakan kepentingan masyarakat dapat d1anggap

:' ‘sebagai dasar bagi pemungutan pajak, bukan kepentingan individu

) Juga bukan kepentmgan negara, tetapi kepentingan masyarakat
yang meliputi keduanya.

- Dalam membiayai pembangunan adalah wajar bila pemerintah
berusaha menjadikan penerimaan dari sektor perpajakan sebagai
sumber utama penerimaan negara. Hal ini disebabkan penerimaan dari
sektor pajak ini:

1. - Aman bagi negara karena tidak terlalu dipengaruhi gejolak harga

o ‘pasar dunia.

2.. Dapat diprediksi sebelumnya, baik menyangkut jumlah
penerimaannya maupun pengeluarannya.

3. Masih dapat dikembangkan, baik subjek pajaknya mau pun objek
pajaknya.

Dalam usaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor
perpajakan, melalui cara intensifikasi dan melalui ekstensifikasi
pemungutan pajak, pemerintah harus tetap menjunjung tinggi asas-
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1) Menjanﬂkan kesezmbangan antara hak dan’ kewaﬂban Fiskus: dan

- Refarrr'l'a's'i P_erpaja'kan Sc_bagéi 'Periin&uhgan Hukum '_

Lo -'.'3_3asas, pﬂnszp-prmmp dqn ajara:; ajamn ycmg dlanut dan berlaku da}am- e
c Amandemen terhadap Undang—undang .Perpajakan bertujuan untuk "

:Waﬁb Pajak Dengan amandemen tersebut diharapkan kepatuhan;; o
masyarakat terhadap pajak semakm menmgkat dengan begztu"
akan memngkat pula 3um1ah :penenmaan pagak L :

: Méhput1 penerapan szstem mfbrma31 teknolog1 serta'modermsam
= 'kantor pajak untuk mengurangl 1nterak31 yang t;.dak perlu antar;
: ':Waij Pajak dengan petugas paJak serta membanguﬁ mekanzsme

“." 'check.and balance dalam proses kexja untuk menghmdar i potenm
: ."i.penyeiewengan dan penyalagunaan wewenang,

(4) Perbmkan kompetenm dan penchdlkan Sumber Daya Manusxa |

; __'.termasuk pembeman remunerasx yvang mencermmkan tmgkat'

.tanggung Jawab risiko, serta mlai prestasi yang wajar dari para_

pegawai Direktorat Jenderal Pajak

(5). Perubahan struktur organisasi dari semula berdasarkan jenis paja,k

~ menjadi berdasarkan fungsi, untuk menuju sistem administrasi

o _:pa_;ak modern dari tmgkat kantor pusat hingga unit pelayanan pal—

. ing’bawah..

"Hukum pa_}ak adalah kumpulan peraiuran yang mengatur

hubungan antara pemermtah sebaga1 pemungut pa_;ak dan rakyat sebagax

pemibayar pajak,

Dengan perkataan lain hukum pajak memiliki objek perhatian sebagai
berikut!!:

1. . Siapa Wajib Pajak;

2. Objek yang dikenakan pajak;

3. Timbul dan hapusnya utang pajak;

4, Kewajiban pajak terhadap pemerintah;

5. Cara Penagihan pajak, dan

6. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.
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=~ Berbicara mengenai perlindungan hukum pada hakikat#ya -
berbicara mengenai upaya untuk menciptakan keadilan. Tujuan ‘dari
penegakan hukum secara umum. adalah untuk menegakkan pnnS1p~
.pnns1p Equahty Before The Law.. L

_;Istzlah penegakan hukum sermg d1paka1 untuk’ 1st11ah Law
Enforcement yang merupakan: serangka1an upaya, proses dan aktivitas

_ uza‘tuk menjadikan hukum berlaku sebagalmana harusnya.: Menurut

.:Sat"pto Raharjo, . penegakan hukum adalah suatu. proses untuk-

. mem_;udkan kexngman—kemgm h‘ukum me_}adl kenyataan Yang d1sebut -
. kemgman kemgman hukum dalam hal.ini tidak lain adaiah plklran—

-p1k1ran ‘badan pembuat undang undang vang dzrumuskan dalam '
peraturan hukum tersebut 12 Dengan dermklan apablla kita
memb;carakan perhndungan hukum, pada halnkatnya membxcarakan
penegakan ide-ide serta konsep- konsep yang abstrak. Dengan kata lain,
perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan
ide-ide kesezmbangan dalam kenyataan Proses mewujudkan ide-ide
inilah yang merupakan haklkat dari penegakan hukum. Apabﬂa kita
mulai membicarakan mengenai perwujudan ide-ide yvang abstrak
menjadi kenyataan maka sebetulnya kita sudah memasuki bidang
manajemen 13

‘Dari uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa penegakan
hukum merupakan serangkaian aktivitas, upaya dan tindakan melalui
organisasi berbagai instrumen untuk mewujudkan apa yang dicita-
citakan oleh penyusun hukum tersebut. Perlindungan hukum tidak
hanya diartikan sebagai tindakan memaksa orang atau pihak yang tidak
mentaati ketentuan yang berlaku untuk menaati peraturan tersebut.
Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan untuk
mempengaruhi orang atau berbagai pihak yang terkait dengan
pelaksanaan ketentuan hukum, sehingga hukum tersebut dapat berlaku
sebagaimana mestinya.

Dalam pelaksanaan ketentuan bidang perpajakan diperlukan
perubahan sikap atau perilaku dari Wajib Pajak, maupun PFiskus sebagai
penyelenggara administrasi perpajakan. Penegakan hukum administrasi
kurang memberikan penekanan pada subjek atau pelaku pelanggaran,

?  Satjipto Raharjo, Masalah Penegakkan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung,
1984, him 24,

”“‘”IbldhlrnB&I» oSttt i
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Reforma51 ?erpajakan Scbagal Perlmdungan Hukum :

= ._'}.-rnelamkan lebl‘x meneka’}kan pada pﬁ-rbuatannya Penegakan hukum'f x
__'.adm'mstrasz dﬁakukan aparat pemenntah di: ‘bidang paJak Jadx bukan_

_eradxlan umum.’ Dalam kautan ini: prosedur penegakan hukum 3

' '___dﬁa __'_ka secara langsunv oleh FlSkLlS tanpa melahn proses peradxlan

' .'._'_melalm

tidak: hanya erbatas pada ura1an_mengena1' Jems-_]ems sank31

..pemenntah yang menjalankan tugasnya di bidang: pa_;ak

‘I‘erhadap pelanggaran pajak seiam penegakan hukum admm1str331
-penegakan hukum -pidana dapat _;uga dﬁakukan daiam rangka_:

pelaksanaan ketentuan: peraturan perpa_]akan Penegakan hukum
pidana dilakukan melalui perachian umum, dan dimungkinkan adanya
kumulasi sanksi yaitu pengenaan sanksi administrasi dan sanksi p:dana
secara sekaligus.. Dalam hukum pajak tidak ada larangan untuk
.menerapkan sanks: administrasi bersama—sama dengan sanksi pidana
Dalam hal'ini asas “ne bis in idem” tidak berlaku karena antara sankm
adm1n1stra31 dan sanksa pldana terdapat perbedaan baik sifat mau pun
tu}uannya : -

- Tetapi, sanksi kumulatif baru dapat dlterapka_n jika tindakan yang
berupa pelanggaran atau kesalahan itu memenuhi kualifikasi sebagai
tindak pidana. Yang dapat dikenakan sanksi pidana hanyalah tindakan
pidana yang telah ditentukan sebelumnya menurut undang-undang yang
berlaku. Hal yang perlu untuk dicermati adalah penerapan sanksi yang
tidak " dapat diterapkan secara bersama-sama. Sanksi pidana yang
bersifat penghentian kegiatan tidak dapat dijatuhkan bersama-sama
dengan jenis sanksi administrasi yang 3uga bersifat penghentlan
kegiatan.

D. Reformasi Perpajakan sebagai bagian Perlindungan Hukum
Terhadap Wajib Pajak dan Fiskus dalam melaksanalkan
Hetentuan Umum Tata Cara Perpajakan Perpajakan

 Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada.masyarakat Wajib. ...

| me1a1nkan perlu juga Ihengenax bagalmana sank31 itu dapat d1terapkan _:':'
' Penegakan hukum administrasi dapat dltujukan kepada pelaku .
. .pelanggaran baik. sebaga: Wajib Pajak-mau pun. Fiskus. sebagau aparat 8
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Pa}ak dlperlukan adanya perbalkan a&mlmstras; perpajakan. R@formasn
administrasi- perpajakan dibutuhkan untuk meningkat}.{an
kemampuan Direktorat Jenderal- Pajak’ dalam mengawasa peiaksanaan'
.ketentuan perpajakan yvang berlaku dengan ‘prinsip- -prinsip Good
Gouemance Dengan smterﬂ adm1mstra31 perpajakan modern, yang
dzdukung Sumber Daya Manus.1a (SDM) yang profesional clan berkualatas
serta mempunyal Kkode ‘etik  kerja yang ‘baik diharapkan akan- terc;pta
p 'nszp Good Corporate Govemance yang dilandasi transparanm _
- 1 : si Emdependen dan -adil. Hal ini. pada gilirannya akan
mend_ukung V131 Dzrektorat Jenderal Pa;ak vaitu Men_;ad:n Modei_
Pelayanan: Masyarakat yang Menyelenggarakan Sistem dan Mana}emen
'Perpajakan Keias Duma yang Dxpercaya dan: D1banggakan oleh
Masyarakat s SR - o - :

~Dalam sistem bar‘u ini organisasi yang dirancang berdasarkan
fungsmya akan:memungkinkan pemberian pelayanan prima karena
adanya Staf Pendukung Pelayanan - khusus atau Account
Representatwe (AR) yang dipilih, dan bekerja secara profesional dengan
kompeten31 tinggi yang disertai kompensasi yang memadai. Hal ini akan
membuat semua kegiatan pelayanan mulai dari Penyuluhan,
P_embinaan, dan Pengawasan Wajib Pajak lebih terarah dan terulkur.
Penerapan sistem.administrasi perpajakan modern akan membawa
konsekuensi terjadinya perubahan yang mendasar baik menyangkut
struktur organisasi maupun paradigma pelayanan kepada Wajib Pajak.
Struktur organisasi baru ini relatif lebih ramping, rentang kendali {span
of control) lebih singkat dimana KPP Madya juga menangani
pemeriksaan, tidak seperti selama ini pemeriksaan ditangani oleh unit
yang berbeda seperti Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak atau
Kantor Wilayah DJP. Perbaikan mutu pelayanan secara
berkesmambungan merupakan hal yang mutlak harus
dilakukan. Account Representative (AR) berfungsi untuk menjembatani
antara KPP dengan Wajib Pajak serta mengoptimalkan fungsi bimbingan,
konsulta31 dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Dengan kata lain AR
adaiah pegawai yang ditunjuk sebagai liaison officer antara KPP dengan
Wa_;!.b Pajak, yang bertanggung jawab dan berwenang untuk memberikan
pelayanan secara langsung, edukasi, asistensi, serta mendorong dan

¥ Liberty Pandiangan, 2008, Modemnisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan bedasarkan Ul Terbary,

~OTENEEE, Jakaria, BIm 4T,
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z ses’ kegxatan men_;ad1 temkur dan terkoﬁtroii:.
: 'Karaktenstak sxstem adm1mstra31 perpajakan modem 1n1 adalah

"..Seluruh keglatan admlmstras: dziaksanakan melalul 51stem
e :admmlstras: yang berbasxs teknolog terk1n1 o '
2'._:.':"3"Seiuruh Wajlb Pajak d1wa_11bkan membayar melalm kantor
© " "penerima pembayaran secara on-line. -
374" Seluruh Wajib Pajak d1wa31bkan melaporkan kewa31ban :
: '.';-53:_""'perpa_;akannya dengan menggunakan media komputer {e-SPT). -
4 Momtormg kepatuhan Wajib Pajak dllaksanakan secara 1ntensaf
' dengan pemanfaatan profit Wajib Pajak.

5. Wajib Pegak yang dladmmlstrasﬁ{an di KPP Madya hanya Wa_]xb pagak
tertentu sa_]a yaltu sekltar 500 WP

: Se_}a_I_an -dengan ‘komitmen pemerlntah untuk menjalankan
pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Direktorat Jenderal Pajak
berikut unit-unit di bawahnya akan menerapkan perangkat dan sistem
untuk mendukung terciptanya Good Corporate Governance. Perangkat
yang tersedia yaitu Kode Etik Pegawai DJP, Komite Kode Etik untuk
mengawasi pelaksanaan kode etik, kerja sama dengan Inspektorat
Jenderal Departemen Keuangan untuk meningkatkan ‘intensitas dan
efektiﬁtas perigawasan, konsolidasi internal secara berkesinambungan.
Pegawai yang ditempatkan di lingkungan KPP Madya telah memenuhi
standar atau kualifikasi tertentu berdasarkan beberapa tahapan seleksi
yang dilakukan secara ketat. Dengan reforinasi administrasi perpajakan,
diharapkan Wajib Pajak dapat memperoleh manfaat antara lain: Wajib
Pajak akan memperoleh pelayanan yang lebih baik karena didukung
oleh pegawai yang profesional. Permasalahan perpajakan yang dihadapi
Wajib Pajak dapat diselesaikan secara lebih cepat sehingga kepastian
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hukum le‘mh ter_]amln Hak dan Kewagxban perpa_]akan Wa_]ib Pajak
dxiaksanakan sesuau dengan ketentuan yang berlaku -

Kantor Peiayanan Pagak Madya dilengkapl sarana. dan prasarana
yang mendukung pengembangan sistem dan prosedur yang modern.
Pe 'gembangan praktek- praktek Gooci’ Corporate Governance secara_
guh sungguh d1harapkan dapat memngkatkan citra Darektorat

01 h aparat rpagakan '_ L

Kesxmpuian §

1. ;Daiam usaha memngkatkan penerimaan negara dar1 sektor
~perpajakan, melalui cara intensifikasi dan melalui ekstensifikasi
‘pemungutan péjak, _pemérihtah hai'_us_ tetap menjunjung tinggi
- asas-asas, prinsip-prinsip, ajaran-ajaran, yang dianut dan berlaku
' :d_i bidang IImu Hukum. Amandemen té_r_hadap Undang-undang
Perpajakan bertujuan untuk: (1} Mengadakan keseimbangan
antara hak dan kewajiban Fiskus dan Wajib Pajak. Dengan
‘amandermen tersebut diharapkan kepatuhan masyarakat terhadap
"pajak semakin meningkat, dan akan meningkat pula jumlah
_penerimaan pajak. (2) Memperba1k1 proses bisnis dan prosedur
 kerja, yang bertujuan membangun good and clean govermance,
transparansi, serta akuntabilitas institusi beserta SDM. (3)
Menerapkan sistem informasi teknologi, serta modernisasi kantor
pajak untuk mengurangi interaksi yang tidak perlu antara Wajib
Pajak dengan petugas pajak, serta membangun mekanisme check
and balance dalam proses kerja untuk menghindari potensi
penyelewengan dan penyalagunaan wewenang.{4) Memperbaiki
kompetensi dan pendidikan Sumber Daya Manusia, termasuk
pemberian remunerasi yang mencerminkan tingkat tanggung
-_:.:_ jawab, risiko, serta nilai prestasi yang wajar dari para pegawai
«-Direktorat Jenderal Pajak. (5) Mengubah struktur organisasi dari
semula berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi. Hal
ini untuk menuju sistem administrasi pajak modern dari tingkat
kantor pusat hingga unit pelayanan paling bawah.

2.  Dengan reformasi administrasi perpajakan, diharapkan Wajib Pajak
dapat memperoleh manfaat antara lain: Wajib Pajak akan
memperoleh pelayanan yang lebih baik karena didukung oleh

-.pegawai yang profesional Permasalahan perpaiakan yang dihadami
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Saran-
" 1 S

o Wa_;zb Pagak dapa‘c dzselesalkan secara ieb1h cepat sehmgga
- kepastian hukum lebih | terjamin. Hak dan’ Kewa_;zban perpajakanff
' Wajib Pajak dﬂa_ksanakan sesuai dengan ketentua,n yang berlaku
5 Kantor Pelayanan Pajak Madya d1lengkap1 sarana dan prasarana_j
.yang mendukung pengembangan sistem dan prosedur yang modern. '
B 'Pengembangan praktek-praktek Good Corparate Governance secara’
: fsungguh sungguh d1harapkan dapat menmgkatkan c1tra

saran

r'.;Pelanggaran pelanggaran bldang pajak seba.ﬂmya juga diselesalkan '
. '_menggunakan hukum p1dana agar para pelaku jera. Jika tujuan
e -'perpajakan untuk secepatnya memasukan uang kepacia negara,
penerapan sanksi administrasi: memang ‘tepat, tetapl untuk '
-memberi efek jera: tehadap Wajlb pajak dan flskus dapat-
© diberlakukan Sanks1 pidana. : S C “

Dalam Undang—Undang KUPdisebutkan ada 4 tindak pldana dalam

perpajakan. Apabila tindakan tersebut dilakukan dengan motif
kriminal, sanksi yang dijatuhkan hendaknya tidak hanya
hukuman denda saja, tetapi sebaiknya dijatuhi juga hukuman
pidana yang lebih berat daripada sanksi administrasi.

Refom:am Perpalakan Sebaga: PerilndllnmﬁUMJm il
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